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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur kewenangan direksi
sekaligus pembatasan dari kewenangan-kewenangan tersebut dalam kondisi tertentu antara lain benturan
kepentingan ketika direksi berperkara melawan Perseroan. Hal tersebut diatur dengan tujuan agar anggota
direks dapat menjaankan pengurusan dan perwakilan dengan itikad baik dan bertanggung jawab. Penelitian
ini membahas mengenai: (i) kewenangan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh
anggota direksi yang sedang berperkara melawan perseroan; (ii) peran dan tanggung jawab notaris dalam
pembuatan akta RUPS perseroan terbatas yang direksinya melawan perseroan; dan (iii) pertimbangan
hakim mengenai benturan kepentingan dalam RUPS yang diselenggarakan oleh direksi yang sedang
berperkara melawan perseroan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1212
K/PDT/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder
disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu (i) kewenangan menyelenggarakan RUPS
tidak dibatasi oleh Pasal 99 ayat (1) UUPT dan tetap dapat dilaksanakan oleh direksi; (ii) Notaris berperan
untuk memastikan syarat formil pembuatan akta dan penyelenggaraan RUPS telah terpenuhi; dan (iii)
pertimbangan hakim mengenai tidak adanya benturan kepentingan dalam penyelenggaraan RUPS sudah
tepat, perbuatan memanggil, menyelenggarakan dan memimpin RUPS tersebut tidak bisa dikatakan sebagai
suatu perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang diamanatkan UUPT
kepada organ direks yang wajib dijalankan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan.

...... Law Number 40 of 2007 concerning Company Law (Company Law) regulates the authority of the Board
of Directors (BOD) aswell as the limitation of these powers under certain conditions, including conflicts of
interest when the directors have dispute against the company. Thisis regulated with the aim that members of
the BOD can carry out management and representation in good faith and responsibly. Thisresearch
discussses (i) the authority to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) by member of the BOD who
are currently having a dispute against the Company, (ii) The roles and responsibilities of a Notary in drafting
the deed of the GM S of a Company whose BOD is currently having a dispute against the Company and (iii)
Judge’ s considerations regarding conflict of interest in the GM S held by the BOD who are currently having
adispute against the Company. Thisresearch isanormative juridical research using secondary data
accompanied by an explanatory typology. The results of this research are (i) the authority to hold aGMSis
not limited by Article 99 paragraph (1) the Company Law and can still be implemented by the BOD; (ii)
Notary have arole to ensure that the formal requirements for the preparation of the deed and the holding of
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the GM S have been fullfilled; and (iii) The judge’ s consideration regarding the absence of a conflict of
interest in holding the GM S is correct. The act of inviting, holding and chairing the GM S can’t be categories
astort, because basically that act is an obligation mandated by the Company Law to the BOD that must be
carried out to achieve the aims and objectives company.



